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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keterRasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaitelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penet@peaturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tenRergbahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanabaeenjadi Undang-
undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan PeratDeerah Kota
Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan BelRagmah (APBD) Tahun
Anggaran 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat DaéE#PRD) Kota
Probolinggo untuk memperoleh persetujuan bersama ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggtany Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg2088 yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan petanu dari Rencana
Kerja Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2008 yamgbdrkan kedalam
kebijakan umum APBD Kota Probolinggo serta priaritdan plafon anggaran
yang telah disepakati bersama antara Pemerintala Robbolinggo dengan
DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 14 bulan Dese2@@?7 ;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksgachuruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kwotaolinggo tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amgga0s.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1i886ng Pembentukan Daerah Kota Kecil
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa aénglawa Barat (Berita
Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBian Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No6f® Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) gagbeana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembblegara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragande Republik

Indonesia Nomor 3569) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDadan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@7 18lomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noné85)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tah00 20embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambabembaran Negara
republic Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea é¢temolHak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonediad997 Nomor 44 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia None@8)3 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tah0f POembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProgembBngunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No#@®, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberatahaNegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No®o Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lstioid@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadidBB9) ;

10.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemankB&ngelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRejndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4400) ;

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemieantBaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, bEdran Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ddogdang-undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemergagganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undiagghrg Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadirigraiadang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindvakguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembidegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentaedudiukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LembararaNeBepublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara HRkeplndonesia
Nomor 4028) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentaagak P Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nofdd@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nofd®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanlgid{g&kan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &aRgerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telalbadi terakhir kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20@&nterPerubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004rtgrif@edudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakiakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20056 dMof®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgedRdaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republic Inglandahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamgsmor 4502) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarmgnd&t Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoneskurm2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&(@3)4;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangarRan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No&86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No&8Y, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;



21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgrsiinformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Bomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i&s )4

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHjLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangdR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgn®an Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Blegapublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara dRkplndonesia
Nomor 4585) ;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabgflaanNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®en Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Répuibtionesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamssmor 4614) ;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangrhapPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan rakgsn
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Rlkemv&kakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintab@erah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia TaRd07 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG@i3)4;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20&@tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdidéagan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 20&%ang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daghaim Anggaran 2008 ;

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tah@® 28ntang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kobelihggo Tahun 2006
Nomor 22) ;

31.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurb2@atang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DeRarwakilan Rakyat
Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Rimudpgo Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kakher dengan Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembazaerah Kota
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);



32.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahud6 2@ntang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daeraha Kertobolinggo Tahun
2006 Nomor 13).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aagg808 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 399.263.433.308,62
2. Belanja daerah Rp. 422.995.355.454;]13
Surplus/(Défisit) RR@3.731.922.147,51)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 24.331.922.147,51
b. Pengeluaran Rp. 600.000.000(90
Pembiayaan Netto Rp. 23.922.147,51-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: . Rp O
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlResditi dari :
a. Pendapatan asli Daerah sejumlah Rp. 30.24653,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 315.776.205.000,0
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah. 380240.290.758,62
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksua goad (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.440.480.000,00
b. Retribuis Daerah sejumlah Rp. 20.432.847(8b0,
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 750.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sejumlah Rp. 3.623.610.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayair(f)b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 33.717.936.0DO,0



b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 250.880.269@mO,
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 31.178.Cum@@p
d. Dana Penyesuaian Infrastruktur Rp. 0,00
e. Dana Kontingensi Rp. ,000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagairdanaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. -
b. Dana Darurat sejumlah Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 18.43278#)62
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah33p807.600.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Peme-

rintah Daerah lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasalid dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 165.23220,96
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 257.762.0091735,
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 144.921.264.643,4
b. Belanja Bunga sejumlah Rp -
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 9.023.718.147,51
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.535036400
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. -
h. Belanja Tidak Verduga sejumlah Rp. 766.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud padaByhatruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 45.925.228.141,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 106.21.267,29
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 105.619.169.826,88

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam1Pasdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 24.331.922.147,51
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 600.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayatuflf B terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran



f.

sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 15.500.000.0m0,0

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 83314751
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. -

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

sejumlah Rp. -

Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayabulf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp. 600.000.000,00
Pembayaran Pokok nUtang sejumlah Rp. -
Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belaagrah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang mkampdagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran | . Ringkasan APBD ;

2. Lampiran 1l :  Ringkasan APBD menurut Urusan Bentahan Daerah

dan Organisasi ;

3. Lampiran I . Rincian APBD menurut Urusan Pemi@han Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV :  Rekapitulasi Belanja menurut UWms Pemerintahan
Daerah, Organisasi , Progran dan Kegiatan ;

5. Lampiran V . Rekapitulasi Belanja Daerah Untileselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungis
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negera ;

6. Lampiran VI :  Daftar Jumlah Pegawai Per Golandan Per Jabatan ;

7. Lampiran VI . Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Inves) Daerah ;

9. Lampiran IX .  Daftar Perkiraan Penambahan damgBrangan Aset Tetap
Daerah ;

10. Lampiran X . Daftar Perkiraan Penambahan damg&®angan aset
lainnya ;

11. Lampiran XI . Daftar Kegiatan-kegiatan Tahumg@aran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembadindal

Tahun Anggaran ini ;



12. Lampiran XII . Daftar Dana cadangan Daeraain d
13. Lampiran XIll : Daftar Pinjaman Daerah dan i@&asi Daerah.

Pasal 6
Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Pesjabaggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landagaracional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyselagngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR{otslinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Januari 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PROBOLINGGO
Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat |
NIP. 510 087 583




